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ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa, namun kendatipun perkawinan adalah suatu ikatan suci, adakalanya
ditengah perjalanan biduk rumah tangga perkawinan harus berakhir dengan sebuah
perceraian.Tingkat perceraian di Kota Palembang dalam kurun waktu lima tahun (2004-2008)
cenderung mengalami peningkatan dan 70 % dari perkara cerai yang masuk di Pengadilan
Agama Palembang adalah gugat cerai.Adapun faktor penyebab gugat cerai adalah factor
ekonomi, bias karena kemiskinan atau karena penghasilan istri lebih besar dari penghasilan
suami; KDRT; polygami; ketidakadilan prinsip dan campur tangan keluarga. Ketidakadilan
bagi perempuan yang akan mengajukan gugat cerai adalah masalah ekonomi; kurangnya
pengetahuan tentang proses perceraian dan factor budaya.Penelitian ini menggunakan metode
penelitian yuridis empiris/non doctrinal yang salah satu tujuannya adalah untuk menganalisis
dan memberikan jawaban tentang keefektifan bekerjanya seluruh struktur institusional
hokum. Data yang digunakan adalah data primer yang di dapat dari sumber pertama meliputi
aparat penegak hokum, masyarkat Kota Palembang dan aktivis perempuan di Kota
Palembang, serta data sekunder yang di dapat melalui studi kepustakaan sebagai data
pendukung.



PRAKATA

Puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan
hidayah-Nya lah saya dapat menyelesaikan penelitian dengan judul Tinjauan
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Penelitian ini bertujuan untuk mer‘lgetahui dan mengiventarisir factor-faktor
penyebab banyaknya pengajuan gugatan perceraian yang dilakukan oleh
perempuan, dan mengetahui dan mengiventarisir kendala-kendala yang dihadapi
oleh perempuan dalam pelaksanaan proses pengajuan gugatan perceraian di
pengadilan.

Dalam penelitian ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'. Secara normative, masalah perkawinan di
Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan
(selanjutnya disebut UU Perkawinan). Dalam UU Perkawinan diatur berbagai aspek
yang terkait dengan perkawinan, salah satunya mengenai perceraian.

Perceraian merupakan salah satu penyebab put“usnya perkawinan yang sebagian
besar terjadi apabila kedua belah pihak, suami dan istri sudah merasa tidak ada
kecocokan lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Uu
Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami
isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri’. Perceraian hanya dapat
dilakukan di depan siding pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak lagi
berhasil mendamaikan kedua belah pihak3, hal ini berarti perceraian harus didahului

dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan kepada pengadilan“.

! Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN No.1 Tahun 1974, TLN No. 39 No
3019 Pasal 1.

2 Ibid., Pasal 39 ayat (2)

} Ibid., Pasal 39 ayat (1)



Pada umumnya, dalam budaya patrilineal yang sebagian besar dianut pada
berbagai suku di Indonesia gugatan perceraian dilakukan oleh suami yang disebut
dengan
cerai thalaq, hal ini karena dalam budaya patrilineal laki-laki ditempatkan pada posisi
yang lebih tinggi atau dominan (superior) dibandingkan kedudukan perempuan karena
perempuan ditempatkan dalam posisi inferior, sehingga keputusan termasuk yang
berkenaan dengan urusan rumah tangganya merupakan kewenangan laki-laki. Tetapi
dalam perkembangannya, dewasa ini pengajuan gugat cerai tidak lagi hanya didominasi
oleh laki-laki karena dalam kenyataannya saat ini pengajuan gugatan perceraian banyak
juga dilakukan oleh pihak perempuan, dan untuk gugatan ini disebut dengan cerai gugat.

Berdasarkan data yang tercatat di Pengadilan Agama Palembang (selanjutnya
disebut PA Palembang) menunjukan bahwa kasus perceraian yang masuk ke PA
Palembang pada tahun 2005 periode Januari sampai Desember 2005 mencapai lima
ratus
Sembilan puluh lima (595) perkara, dari jumlah tersebut 414 kasus diantaranya diajukan
oleh perempuan’.

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai di dalam
masyarakat berkaitan dengan masalah perkawinan khususnya perceraian. Kalau pada
masa lalu perempuan (isteri) terkesan bersikap pasrah pada keadaan, selalu mengalah

pada laki-laki (suami), menerima segala kenyataan termasuk segala bentuk perlakuan

* Ibid., Pasal 40 ayat (1)

* Harian Sumatera Express, Jumat 23 Desember 2005.



“pelecehan” termasuk kekerasan baik fisik maupun mental yang dilakukan oleh
suaminya dalam rumah tangga, maka dewasa ini perempuan mulai ryenyadari haknya
dan berani menunjukkan eksistensinya, perempuan tidak lagi mau diperlakukan
sewenang-wenang oleh laki-laki sehingga apabila perempuan menerima perlakuan dari
suami dan sudah tidak dapat ditolerir olehnya maka dia (isteri) akan melakukan
tindakan untuk mempertahankan hak-haknya, salah satunya dengan melakukan gugatan

perceraian ke pengadilan.

Meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya ini merupakan suatu
perkembangan yang cukup positif, hal ini dimungkinkan oleh semakin meningkatnya
pengetahuan perempuan terutama terkait dengan masalah hak dan kewajibannya dalam
rumah tangga. Selain dari pada itu, adanya payin,c;r, hokum bagi perempuan dalam
mempertahankan hak-haknya yang diatur secara normative juga disinyalir memiliki

andil dalam peningkatan kesadaran akan hak perempuan ini.

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia telah meratifikasi Convention on
Elimination of All Discrimination Against Women (CEDAW) dan telah
mengimplementasikannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi ini
merupakan pengakuan dunia internasional yang memberikan perlindungan bagi kaum
perempuan agar tidak diperlakukan diskriminatif dan perempuan dinyatakan sebagai
mitra sejajar yang setara dengan laki-laki. Selain dari pada itu, dalam perkembangannya
Indonesia telah memiliki Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (selanjutnya disebut dengan UU

PKDRT) yang diyakini sebagai salah satu tonggak kuat bagi kaum perempuan dalam



melindungi hak-haknya. Karena pada umumnya dalam kekerasan dalam rumah tangga
baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran perempuanlah yang biasanya

menjadi korbannya.

Keberanian perempuan dalam melakukan gugatan perceraian ke pengadilan
(cerai gugat) diyakini sebagai upaya atau suatu langkah yang diambil dalam
mempertahankan hak-haknya, hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya
pengetahuan dan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya dalam rumah
tangga. Untuk menguji hipotesa ini maka penulis akan melakukan penelitian dengan

Jjudul Tinjauan Yuridis Penyebab Perceraian di Kota Palembang Sumatera Selatan.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan diatas, maka
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
I. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab banyaknya pengajuan gugatan
perceraian yang dilakukan oleh perempuan di Kota Palembang?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi perempuan dalam pelaksanaan proses
pengajuan gugatan perceraian di pengadilan?

1.3 Tinjauan Khusus
Penelitian ini bertujuan untuk:

I. Mengetahui dan mengiventarisir factor-faktor penyebab banyaknya pengajuan
gugatan perceraian yang dilakukan oleh perempuan.

2. Mengetahui dan mengiventarisir kendala-kendala yang dihadapi oleh perempuan
dalam pelaksanaan proses pengajuan gugatan perceraian di pengadilan.



1.4 Ruang Lingkup dan Urgensi Penelitian.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kasus gugat cerai di Peﬁgadilan Agama
kota Palembang dan akan mencoba menginventaris faktor-faktor penyebab dan kendala-

Kendala yang dihadapi perempuan dalam pelaksanaan proses perceraian.

Penelitian ini dianggap penting untuk melihat efektivitas aturan-aturan normative
terhadap perilaku dan sikap tindak masyarakat. Dalam penelitian ini melihat efektivitas
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1984 tentang Penerapan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan (CEDAW) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadép peningkatan pengetahuan dan
kesadaran perempuan tentang hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, sehingga
dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran perempuan tentang hak dan
kewajibannya dalam rumah tangga ini disinyalir menjadi penyebab meningkatnya

jumlah kasus gugatan perceraian yang diajukan oleh perempuan.

Selain dari pada itu penelitian ini juga melihat efektivitas peraturan perundang-
undangan tersebut diatas terhadap pengetahuan dan kesadaran para aparat penegak

hukum khususnya aparat yang ada di Pengadilan Agama kota Palembang.



BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Syarat Sah Perkawinan

Terminologi Islam menyebutkan bahwa secara hokum, nikah atau kawin adalah
akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara suami dan isteri
yaitu laki-laki dan perempuan®. Pendapat lain menyatakan bahwa nikah artinya
perkawinan, sedangkan akad adalah perjanjian sehingga akad nikah dapat diartikan
sebagai perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang laki-
laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
warrohma serta kekal dan abadi’. Sedangkan menurut UU Perkawinan seperti yang
telah disampaikan terdahulu bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa®. Perkawinan pada dasarnya dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek hukum
yakni perjanjian perkawinan yang sangat kuat; aspek sosial dimana hampir disetiap
bangsa orang memberikan kedudukan yang lebih tinggi pada orang yang sudah

berkeluarga’, dan aspek agama dimana perkawinan dianggap sebagai lembaga yang

€ Mohd Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam. Cetakan I. Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hal 1.
7 Sayuti Thalib, kuliah Hukum Islam 11 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1978 dalam kuliah ke III.
® pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

° Sayuti Thalib, Op.Cit. Hal 48



suci yang tidak saja berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya lebih

dari itu yakni mencakup hubungan antar manusia dengan Tuhan sang Pencipta.

Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya itu sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Yang
dimaksud hukum masing-masing agamnya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan
kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU
Perkawinan. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan
melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi mereka yang memeluk agama
Kristen/Katholik, Hindu dan Budha perkawinan harus dilakukan menurut aturan dan

tata cara yang telah ditentukan dalam ajaran agamanya'o.

2.2 Putusnya Perkawinan.

UU Perkawinan dalam Bab VIII Pasal 38 meﬁegaskan bahwa perkawinan dapat
putuskarena tiga hal yakni: (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas keputusan
pengadilan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang pengadilan, hal ini untuk menjamin legalitas formal dan

kepastian hukum bagi para pihak agar tidak ada pihak atau pihak-pihak yang dirugikan,

1% \Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. Hukum Perkawinan Indonesia. Cetakan Pertma. Palembang:
CV.Rambang, 2006. Hal 36.



sedangkan tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan

perundang-undangan sendiri''.

Salah satu penyebab perceraian adalah adanya hak dan kewajiban suami isteri
yang dilanggar, sedangkan alasan bercerai menurut UU Perkawinan adalah apabila
salah satu pihak berbuat yang tidak sesuai syariat, sementara menurut Kompilasi
Hukum Islam alasan bercerai dapat dilakukan apabila salah satu pihak berbuat zina,
mabuk, berjudi atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun
berturut-turut. Apabila suami sudah meminta izin untuk pergi, namun tidak member
kabar dalam jangka waktu lama, maka isteri tetap dapatmengajukan permohonan cerai

melalui putusan “verstek”'?.

Alasan perceraian yang lain yang dimungkinkan adalah apabila salah satu pihak
tidak dapat menjalankan kewajibannya, misalnya karena frigid atau impoten, alas an
lainnya adalah apabila salah satu pihak (biasanya suami) melakukan “kekerasan” atau
apabila salah satu pihak meninggalkan agama atau “murtad”"”. Pengadilan hanya dapat
memproses perceraian apabila ada salah satu pihak yang mengajukan gugatan karena
perceraian merupakan salah satu delik aduan (klach delict).Perceraian memiliki akibat
hukum yakni putusnya hubungan atau ikatan sebagai suami isteri, disamping itu apabila
suatu perceraian terjadi pada pasangan suami isteri yang sudah memiliki keturunan

maka perceraian juga memiliki akibat hukum bagi anak, dimana hak pengasuhan

11 pasal 39 ayat (3) UU Perkawinan.

12| struksi Presiden No. 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama No 154 Tahun 1991, Ketentuan Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

13 |bid Pasal 75.



terhadap anak akan ditentukan oleh pengadilan sesuai dengan pertimbangan hukum dan
kepatutan di masyarakat namun perceraian atau putusanya perkawinan tidak
memutuskan hak dan kewajiban orangtua kepada anak demikian Juga sebaliknya, akibat
lain yang berkaitan dengan peristiwa hukum perceraian adalah mengenai harta bersama
yang diperoleh selama perkawinan atau lazim disebut juga dengan “gono-gini”, setelah
terjadi perceraian dibagi antara suami isteri atau suami isteri mempunyai hak sama

terhadap harta gono-gini tersebut.

2.3 Budaya Patrilineal.

Secara sederhana kata patrilineal dapat dikatakan sebagai suatu system
kekerabatan yang menarik keturunn dari garis laki-laki (ayah). Dalam budaya
patrilineal, laki-laki menempati posisi yang dominan baik dalam lingkungan keluarga
maupun di dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar suku di Indonesia menganut
budaya patrilineal dalam system kekerabatannya,seperti pada suku Tapanuli/Batak,
Nias, Lampung, Bali, Sumba, Timor, beberapa daerah di Sumatera Selatan seperti

daerah Komering, Rawas dan sebagainya.

Budaya patrilineal yang memposisikan laki-laki dalam posisi dominan baik
dalam lingkungan rumah tangga (keluarga) maupun masyarakat memiliki pengaruh yang
cukup besar dalam pengambilan keputusan atau bahkan dapat dikatakan bahwa semua
keputusan berada ditangan laki-laki (suami/atau ayah), sehingga tidak jarang perempuan
(isteri dan anak perempuan) seakan-akan tidak mempunyai hak dalam kehidupan

keluarga, bahkan tidak jarang seorang suami melakukan “kekerasan” terhadap isterinya



karena menganggap isterinya pantas diperlakukan sewenang-wenang dalam rangka
“mendidik”, hal ini tidak lain karena posisi perempuan yang “inferior” (lemah) serta
ditambah dengan pemahaman budaya. dan agama yang kurang tepat semakin

memperlemah kedudukan perempuan.

Berkaitan dengan proses pengajuan gugatan perceraian, pada umumnya selama
ini yang dianggap berwenang dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga
termasuk perceraian adalah laki-laki (suami), sedangkan perempuan (isteri) sifatnya
hanya menunggu apapun keputusan yang diambil oleh suami. Seorang isteri seakan-
akan tidak mempunyai hak apapun atau “pasrah” terhadap semua yang terjadi dan
dikehendaki oleh suami walaupun suami melakukan polygamy, berlaku sewenang-
wenang (KDRT), mengabaikan kewajibannya bahkan rﬁeninggalkan tanggung jawabnya
sebagai seorang suami/kepala keluarga. Selain itu anggapan “negatif” dari sebagian
masyarakat bagi perempuan (isteri) yang berani menggugat cerai suaminya selain label
“janda” yang kurang menguntungkan bagi perempuan yang bercerai dan yang lebih
utama adalah ketergantungan ekonomi. Seperti yang telah dikemukakan terdahulu,
akhir-akhir ini angka gugat cerai (cerai yang dilakukan oleh isteri) cenderung lebih
banyak dibandingkan dengan ‘“talaq” (gugat cerai yang dilakukan oleh suami).
Fenomena ini menggambarkan adanya perubahan yang sebagian ditanggapi sebagai
suatu pemberontakan terhadap budaya ataukah peningkatan kesadaran perempuan akan
hak-haknya yang sama dengan kaum laki-laki? Pengetahuan melalui pendidikan formal
dan informasi yang didapat juga dapat meningkatkan kesadaran hukum perempuan

khususnya akan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
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BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara atau tekhnik yang dilakukan
sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh
fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan
suatu kebenaran.Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan
dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah
yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis,
sistematis dan kor;sisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu,
sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya
hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu'* Metode pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat normatif yang

didukung dengan metode penelitian yang bersifat empirik.

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.

Penelitian ini dilakukan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkannya
pengumuman sebagai pemenang dan mengambil lokasi penelitian di Kota Palembang,
dengan pertimbangan bahwa Kota Palembang merupakan kota metropolis adalah

ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang masyarakatnya cukup dinamis. Selain dari pada

" Soerjono Soekanto. Pengantar Penelition Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
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itu berdasarkan data dari PA Palembang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun angka
perceraian relatif cukup tinggi dan sebagian besar penggugatnya adalah perempuan

(gugat cerai).

3.2 Jenis Penelitian.

Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Penyebab Perceraian di Kota
Palembang ini merupakan penelitian empiris yang deskriptif. Deskriftif karena
penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai aspek-
aspek hokum dari suatu keadaan disamping untuk memperoleh data mengenai hubungan
hokum antara suatu gejala lainnya dan berbentuk penjelasan yang menggambarkan
keadaan, proses dan peristiwa tertentu'®. Penelitian empiris (non doktrinal) salah satu
tujuannya adalah untuk menganalisis dan member}kan jawaban tentang masalah

efektivitas bekerjanya seluruh struktur institusional hukum'®

3.3 Sumber Data.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini guna menjawab permasalahan
adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber
pertama'’ dilapangan, dalam penelitian data primer didapat dari petugas di Pengadilan Agama
Palembang, Direktur LBH Palembang, Direktur Eksekutif WCC Palembang, Direktur Biro
Potensia Psikologi Palembang, polisi yang bertugas di Unit Perlindungan Perempuan dan

Anak POLTABES Palembang serta beberapa perempuan yang mengajukan gugat cerai

'3 Soerjono Soekanto. Ibid. Hal 10.

16 soetandyo Wignjosoebroto. Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Cetakan | Jakarta: ELSAM
dan HuMa, 2002. Hal 161.

7 sperjono Soekanto. Op.Cit. Hal.12.
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kepada suaminya. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya
oleh peneliti. Di dalam penelitian ini data sekunder mencakup'® bahan hokum primer yakni
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 7 Tahun 1984
tentang Implementasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
(CEDAW), Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga, serta beberapa peraturan yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Penentuan Sampel.

Data primer didapat langsung dari responden dengan mengadakan wawancara terstruktur
dengan menggunakan pedoman wawancara dan pertanyaan akan berkembang dilapangan
selamat penelitian berlangsung. Penentuan sampel ditentukan secara non-probability
(responden tidak punya kesempatan yang sama untuk dipiiih) yaitu dengan cara purposive
sampling, dengan alas an karena responden merupakan pihak yang memahami mengenai

tugas-tugasnya dan diantara pihak tidak saling berhubungan.

Adapun responden yang berhasil diminta pendapatnya adalah petugas di Pengadilan
Agama Palembang dalam hal ini Panitera Gugatan, Direktur LBH Palembang, Direktur
Eksekutif WCC Palembang, Direktur Biro Potensia Psikologi Palembang, polisi yang
bertugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLTABES Palembang serta beberapa

perempuan yang mengajukan gugat'cerai kepada suaminya.

*® soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: CV Rajawali,
1985. Hal 14-15.
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3.5 Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Menganalisa melalui analisis
kualitatif sangat berguna untuk dapat memberikan penjelasn atau gambaran mengenai data
dengan penelitian ini dan akhimnya ditarik kesimpulan yang menjawan permasalahan yang ada

dalam penelitian ini.
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kehidupan di alam dunia berkembang Diak. FErkawindil mefiparall sdidll sdid DUldyd
yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan
masyarakatlg. Dalam perkembangannya, budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku
pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan

lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya®.

Jadi walauéun saat ini Indonesia telah mempunyai hokum perkawinan nasional
sebagai aturan pokok, namun pada kenyataannya di masyarakat Indonesia masih tetap
berlaku tata upacara perkawinan yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan adat-
istiadat masyarakat yang berlaku di masyarakat.Perkawinan menurut UUPerkawinan
adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa®'. Sedangkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
menyatakan bahwa “ Perkawinan adalah aqad yang sangat kuat atau miitsaaqan
ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakanya merupakan

ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

19 Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2007. Hal 1.
2 |bid
2 pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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sakinah, mawaddah dan rahmah”. Namun menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHP) Pasal 26 menyatakan bahwa “undang-undang memandang soal
perkawinan hanya dalam hubungan perdata”.Perkawinan disamakan maknanya dengan

“perikatan” (verbindtenis).

Penjelasan Umum UU Perkawinan mengatur tentang prinsip-prinsip atau asas-

" : 2 & 23
asas mengenai perkawinan sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu
suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual

dan material.

2. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hokum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perkawinan di Indonesia menganut asas “monogamy”. Hanya apabila dikehendaki
oleh yang bersangkutan, karena hokum dan agama dari yang bersangkutan
mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang dengan syarat-syarat

yang telah ditentukan oleh undang-undang.

*2 Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta”\: Akademi Presindeo, 1992. Hal. 114.

= Djoko Prakoso dan | Ketut Murtika. Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
Hal.13
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4. UU Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak
jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan
perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang

baik dan sehat.

5. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan
sejahtera maka undang-undang perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar

terjadinya perceraian.

6. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah
tangga amupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu dalam

keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Selanjutnya menurut Anwar Haroyono®* mengatakan bahwa pernikahan adalah
suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk
membentuk keluarga bahagia. Begitu pula Sayuti Thalib®® mengatakan hal yang sama
tentang perkawinan. Menurutnya perkawinan adalah perjanjian suci membentuk
keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.Dengan adanya
persekutuan antara dua orang individu yang terikat dalam lembaga perkawinan maka
akan menimbulkan akibat hokum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing

individu.

* Anwar Haryono. Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1968. Hal.15.
- Sayuti Thalib. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Yayasan Ul, 1974. Hal. 16.
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B. Akibat Perkawinan

Perkawinan adalah lembaga kehidupan yang akan melahirkan hak dan kewajiban
manusia menjadi semakin kompleks. Sebelum melaksanakan perkawinan masing-
masing (laki-laki dan perempuan) mempunyai hak dan kewajiban “utuh” namun setelah
mereka mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan maka sejak itulah hak dan
kewajiban suami isteri menjadi satu(walaupun masing-masing tetap mempunyai hak dan
kewajiban individu yang utuh). Untuk itulah suami isteri harus memahami dan
menghormati satu” sama lain. Tidak ada pihak yang “menguasai” (superior) dan
“dikuasai” (inferior).Perkawinan akan melahirkan hak dan kewajiban suami isteri yang
diatur dalam UUPerkawinan Pasl 30 sampai dengan Pasal 34 sebagai berikut:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang
menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30).

2. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
(Pasal 31 ayat (1)).

3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hokum (Pasal 31 ayat(2))
4, Suami adalah kepaia keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga (Pasal 1 ayat (3)).
5. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (Pasal 32 ayat (1)).

6. Rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami isteri secara
bersama-sama (Pasal 32 ayat (2)).

7. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member
bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33).
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8. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1)).

9. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat (2)).

10. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan
gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (3)).

C. Harta Benda dalam Perkawinan.

Keberadaan harta benda dalam perkawinan baik harta bawaan maupun harta
yang diperoleh pada masa perkawinan (harta gono-gini) diatur dalam UUPerkawinan
pasal 35 sampai dengan pasal 37. Menurut Hilman Hadikusuma®® mengatakan bahwa
dalam hal kedudukan harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai
kehidupan rumah tangga suami isteri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan

dalam nbeberapa macam:
1

. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau isteri sebelum perkawinan (harta bawaan).

. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau isteri secara perseorangan sebelum atau
sesudah perkawinan (harta penghasilan).

. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau isteri bersama-sama selama perkawinan (harta
pencarian).

- Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau isteri bersama ketika upacara perkawinan
sebagai hadiah yang kita sebut “hadiah perkawinan”.

Dari keempat macam harta benda perkawinan seperti tersebut diatas UUPerkawinan
menyederhanakannya kedalam 2 (dua) kategori harta benda perkawinan yaitu:

1. Harta Bawaan; merupakan harta benda yang dibawa ke dalam perkawinan dari masing-

masing pihak (suami dan isteri) dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai
hadiah atau warisan.

% Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawaty. Hukum Perkawinan Indonesia. Palembang: Palembang: PT. Rambang,
2006. Hal 100-103.
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2. Harta Bersama_(harta gono-gini); merupakan harta benda yang diperoleh selama
perkawinan berlangsung.

Perbedaan kedua macam harta ini berkaitan dengan keberadaan hak penguasaan
terhadap harta tersebut. Harta bawaan akan berada di bawah penguasaan masing-masing
pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain, artinya masing-masing suami maupun
isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hokum mengenai kondisi
harta bendanya. Sedangkan harta bersama (gono gini), suami isteri tidak dapat bertindak
dengan keinginannya masing-masing tetapi harus ada persetujuan kedua belah pihak, dan
bila perkawinan tersebut putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut
hokumnya masing-masing. Yang dimasud hukumnya mas.ing-masing adalah hukum agama,

hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

D. Putusnya Perkawinan.

Soebekti dalam buku yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata mengatakan
bahwa perkawinan hapus jika salah satu pihak meninggal dunia, selanjutnya ia hapus
Jika salah satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak yang
lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga 10 (sepuluh) tahun lamanya dengan
tiada ketentuan nasibnya, Akhirnya perkawinan dapat dihapus dengan perceraian.
Artinya perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan

salah satu pihak dalam perkawinan itu®’.

*” Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawaty. Op.Cit. Hal 107.
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1. Kematian, salah satu pihak
2. Perceraian, dan
3. Keputusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan yang disebabkan kematian tidak dapat dihindarkan dan
sudah cukup jelas sehingga tidak memerlukan pembahasan secara khusus.Perceraian
umumnya terjadi karena adanya pihak yang mengajukan (menggugat) baik diajukan oleh
pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (isteri). Perceraian yang diajukan oleh
pihak suami lazim disebut dengan “talaq” sedangkan gugatan yang diajukan oleh pihak

isteri disebut dengan “gugat cerai”.

Tata cara perceraian diatur oleh Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 UUPerkawinan
dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Dengan
adanya ketentuan yang mengatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan siding
pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia termasuk
juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hokum Islam tidak
menentukan bahwa perceraian harus dilakukan di depan siding pengadilan, namun
karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada
khususnya, maka seluruh warga Negara wajib mengikuti ketentuan ini. Selain dari pada
itu, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang mengatakan bahwa

peraturan itu berlaku bagi seluruh warga Negara kecuali peraturan menentukan lain.
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Sedangkan dalam UU Perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut

masalah perceraian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyebutkan

bahwa perceraian dapat dilakukan dengan alasan:

1. Salah satu pihak berzina, pemabok, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar
disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan
alas an sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

3. Salah satu pihak dipenjara selama 5 (lima) tahun atau lebih berat setelah perkawinan
berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak cacat badan atau mengidap penyakit yang sulit disembuhkan
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
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BABYV

CERAI GUGAT DI KOTA PALEMBANG

5.1 Perceraian.

Dalam menjalankan bahtera perkawinan adakalanya terjadi perselisihan antara
suami isteri yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga bahkan
dapat berakhir dalam suatu perceraian. Perceraian yang terjadi antara umat yang
memeluk agama Islam atau pasangan yang sewaktu menikah mencatatkan
pernikahannya di kantor urusan agama (KUA) harus diselenggarakan atau perceraian
harus dilakukan di Pengadilan Agama dimana pasangan atau salah satu pihak

berdomisili.

Menurut agama Islam perceraian itu merupakan sesuatu yang halal tetapi sangat
dibenci Allah. Hal ini mengisyaratkan bahwa sedapat mungkin ikatan perkawinan yang
telah terjadi jangan sampai putus karena perceraian, tetapi jika perceraian merupakan
satu-satunya jalan yang bisa diambil, maka Islam membuka satu-satunya jalan yang bias
diambil, maka Islam membuka kemungkinan itu. Berdasarkan kepada undang-undang

yang berlaku perceraian dapat diajukan oleh suami maupun oleh isteri.

Fenomena yang terjadi saat ini khususnya dikota Palembang jumlah perceraian
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan hamper dua kali.
Tahun 2004 jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kota
Palembang adalah 681 perkara (212 perkara gugat talak dan 469 gugat cerai) sedangkan

pada tahun 2008 menjadi 1.147 perkara (319 perkara gugat talak dan 728 perkara cerai
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gugat) bahkan bersarakan penjelasan Panitera Gugatan PA Palembang hingga Oktober
2009 perkara cerai yang masuk sudah mencapai 1.200 perkara’®. Angka perceraian yang
inisiatifnya dari isteri (gugat cerai) jauh lebih banyak dibandingkan “talaq” yang
diajukan oleh suami. Secara lengkap jumlah perkara perceraian yang masuk di

Pengadilan Agama Kota Palembang dalam kurun 2004 hingga 2008 dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Jumlah Perkara Cerai yang diterima Pengadilan Agama Palembang
Tahun 2004 - 2008

No. Jenis Perkara 2004 2005 2006 2007 2008
1 Cerai Talak 212 199 216 261 319
2 Cerai Gugat 469 455” 523 616 728
Jumlah 681 654 739 877 1.147

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas IA Palem bang Tahun 2004-2008.

Bila kita perhatikan data tersebut diatas bahwa dari Jumlah perkara cerai yang
diajukan pada setiap tahunnya maka perkara gugat cerai rata-rata adalah 70% dari
Jumlah perkara yang masuk. Seperti kita ketahui, tahun 2004 dari 681 perkara yang
masuk, 469 perkara atau 68,87% adalah perkara gugat cerai. Tahun 2005, 69,57% (455
perkara), tahun 2006 sebanyak 523 perkara (70.77%), tahun 2007 lebih dari 600 perkara
(616 perkara atau 70,24%) dan tahun 2008 sebanyak 728 perkara gugat cerai atau
63,43%. Sedangkan untuk 2009 hingga Oktober seperti yang telah disebutkan diatas

hamper 70% dari kira-kira 1.200 perkara cerai adalah gugat cerai.

* Wawancara pada tanggal 5 November 2009 di Pengadilan Agama Kota Palembang.
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5.2 Faktor Penyebab Cerai Gugat di Kota Palembang.

Putusnya perkawinan serta akibatnya diatur pada Bab VIII Pasal 38 hingga 41
UU Perkawinan. Disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b.
perceraian, c. atas keputusan Pengadilan. Perceraian dapat diajukan baik oleh suami
ataupun isteri. Cerai gugat adalah putusnya perkawinan yang inisiatif pengajuannya

dilakukan oleh perempuan (isteri).

Seperti telah disebutkan diatas bahwa pada umumnya semua keputusan termasuk
keputusan di dalam rumah tangga ditentukan oleh suami (laki-laki). Allison Morris
seperti yang dikutip oleh Romany Sihite* mengatakan bahwa sejak lama pola-pola
sosialisasi dilakukan secara berbeda antara perempuan dan laki-laki, baik itu dalam
keluarga maupun dilingkungan sosialnya. Anak perempuan disosialisasikan menjadi
perempuan yang lemah lembut, pasif dan dependen. Dengan kata lain, perempuan
berperilaku feminine, patuh, tidak agresif dan apa yang pantas menurut gender. Model
perempuan yang diinginkan harus sesuai dengan “social expectation” (harapan
masyarakat), yakni nice girl, good women, dan control social pundilakukan lebih ketat

terhadap perempuan ketimbang laki-laki.

Pola pengasuhan terhadap perempuan juga masih didominasi dan penekanan
pada peran dan pembagian kerja berdasarkan gender. Oleh sebab itu, bila perempuan

melakukan tindakan berbeda dengan apa yang diharapkan masyarakat, mereka

= Romany Sihite. Perempuan, Kesetaraan & Keadilan. Suatu Tinjauan Berwawasan Gender. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2007. Hal 6
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(perempuan) dicap sebagai aneh, abnormal, bertingkah laku menyimpang®. Namun saat
ini telah terjadi pola pergeseran cara berfikir dari perempuan seperti yang dikemukakan
salah seorang responden dalam penelitiz‘m ini yang merupakan seorang praktisi hokum
(advokad) dengan mengatakan bahwa alasan cerai gugat yang dilakukan, penyebabnya
adalah perempuan telah mengalami perubahan pola berfikir akibat adanya peningkatan
pendidikan, terbukanya komunikasi dan informasi melalui media massa sehingga
mereka tahu akan hak dan kewajibannya sebagai seorang individu®'. Selanjutnya
dikatakan pula bahwa pada saat perempuan sudah tidak merasa nyaman dengan
kehidupan perkawinannya dan tidak tergantung secara ekonomi kepada laki-laki
(suaminya), bahkan tidak mendapatkan perlindungan dan kebutuhan dari suaminya,
maka perempuan (isteri) mengambil keputusan untuk_mengakhiri perkawinannya. Bila
dimasa lalu perempuan masih merasa takut untuk dipersalahkan dan dicap sebagai
perempuan yang “tidak becus” atau kurang baik apabila terjadi kegagalan dalam rumah
tangga, maka saat ini anggapan tersebut sudah agak bergeser dan masyarakat tidak lagi
terlalu “menyudutkan” yang terpaksa harus menghidupi keluarganya seorang diri atau

sering disebut dengan “single parent”.

Berikut ini beberapa alasan yang berhasil penulis dapatkan secara acak yang

menjawab pertanyaan “mengapa perempuan melakukan gugat cerai terhadap suaminya™:

Keterangan yang diberikan oleh Panitera Bid Gugatan PA Palembang tgl 5 Nov 09: Dari
kasus gugat cerai yang masuk ke PA Palembang sekitar 70% karena alas an ekonomi,
sisanya karena KDRT, polygamy dan lainnya.

* 1bid

*! Wawancara dengan Titis Rahmawaty, SH,M Hum, tanggal 10 November 2009.
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Keterangan Sari (isteri yang menggugat suaminya), wawancara tgl 8 November 09:
“karena saya tidak dapat bertahan dengan keadaan yang saya anggap tidak adil karena
suami saya menikah lagi. Saya merasa diperlakukan tidak adil karena suami saya
menikah lagi. Saya merasa diperlakukan tidak adil karena di satu pihak dia menikah
lagi dilain pihak, sikapnya terhadap saya saya anggap kurang baik/adil, sementara saya
harus menanggung sebagian kebutuhan keluarganya (responden tinggal bersama ibu
mertua dan adik-adik suaminya yang sudah berkeluarga dan semua biaya rumah tangga
ditanggung oleh responden). Saya ambil keputusan ini pada suatu titik dimana saya
tidak dapat bertahan lagi”

Keterangan Direkur Potensia dan Kanit UUPA Polda SumBagSel pada tanggal 9 Nov
09.Direktur Potensia: Saat ini banyaknya gugat cerai itu karena perempuan makin tau
hak-haknya sbg individu dan sbg isteri. Karen penderitaan psikologis sbg isteri sudah
akumulatif shg perempuan dalam hal ini isteri Jadi tidak tahan lagi.

Kanit UUPA Polda SunBagSel: menurut pendapat saya banyak perempuan yang
mengajukan gugat cerai dikarenakan perempuan sekarang sudah mulai mengerti
masalah kesetaraan gender dimana perempuan dak mau dijadikan bahan maenan saja
apalagi dalam perkawinan, jadi alternative yah gugat cerai.

Direktur LBH Palembang: Gugat cerai banyak terjadi menurut saya mayoritas
disebabkan factor ekonomi karena suami tidak mampu member nafkah biaya hidup,
lainnya KDRT. (wawancara tanggal 7 November 2009).

Direktur Eksekutif WCC Palembang mengatakan: Alasan perempuan menggugat cerai
antara lain nafkah tidak dipenuhi baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, suami suka
main cewel/selingkuh/punya WIL, KDRT baik fisik maupun psikis (isteri sangat tertekan
secara psikologis), suami mau nikah lagi, dan ada juga karena sudah timbul kesadaran
akan kesetaraan gender dimana perempuan tidak mau lagi dianggap nomer 2 dalam
perkawinan, akan tetapi perempuan ingin dianggap sebagai individu yang memiliki hak
sama dengan laki-laki.

Selanjutnya dikatakan oleh Panitera Gugatan Pengadilan Agama Kota Palembang bahwa
penyebab cerai gugat adalah karena masalah:

1.

Ekonomi, bias karena kemiskinan atau karena penghasilan isteri lebih besar dari
penghasilan suami.

. KDRT

Suami selingkuh atau polygamy.

Suami main judi, terlibat NARKOBA
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5. Ketidak sesuaian prinsip.

6. Campur tangan keluarga.

5.3 Kendala yang Hadapi Perempuan dalam Pelaksanaan Cerai Gugat

Kendala yang dihadapi oleh perempuan yang ingin mengajukan gugatan cerai adalah
karena alasan ekonomi, isteri tidak mempunyai biaya yang cukup untuk mengajukan gugat
cerai. Ketidak tahuan tentang prosedur pengajuan gugatan (kemana dan kepada instansi mana).
Serta perempuan masih banyak yang takut menghadapi status janda selain karena
ketergantungan secara ekonomi juga pandangan masyarakat (budaya) yang menempatkan
perempuan bercerai dianggap sebagai perempuan yang kurang baik dan tidak dapat berperan

sebagai seorang ibu dan isteri yang baik.

Seperti telah kita ketahui bahwa UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan
adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk
keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pada azasnya dalam
suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang perempuan

hanya boleh mempunyai seorang suami.

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang
menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang
dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama
dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami
isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan member bantuan lahir bathin

yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
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keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jika suami isteri melalaikan

kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Untuk kalimat terakhir penulis memaknainya bahwa apabila ada salah satu pihak tidak
memenuhi kewajibannya, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan bukanlah dengan
memutuskan perkawinan (cerai), namun disinilah tugas aparat khususnya di Pengadilan Agama
untuk berupaya mendamaikan dengan melakukan mediasi dan member nasehat kepada
keduanya. Namun menurut pendapat penulis,upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan
belum terlalu optimal dan laki-laki akan merasa tersingkung “egonya” sebagai laki-laki apabila
digugat cerai oleh isterinya dan bercerailah yang menjadi keputusan. Tetapi tidak jarang pula
bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak pengadilan dapat berhasil mempersatukan tali
perkawinan mereka. Dengan demikian pihak ketiga yang dapai bertindak secara obyektif seperti
lembaga social yang bergerak dibidang pembelaan perempuan dan perkawinan seperti LBH,
WCC, Biro Psikologi, pengacara/advokad serta organisasi wanita dapat berperan sebagai
mediator dan penasehat dalam bidang perkawinan. Namun kendalanya memang masih ada
pandangan yang tabu bila seseorang mengadukan atau menceritakan masalah rumah tangganya

kepada orang lain.
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A. Kesimpulan

Penyebab cerai gugat adalah karena masalah: Ekonomi, bias karena kemiskinan
atau karena penghasilan isteri lebih besar dari penghasilan suami, KDRT, Suami
selingkuh atau polygamy, Suami main judi, terlibat NARKOBA, Ketidak sesuaian
prinsip, Campur tangan keluarga.Kendala yang dihadapi oleh perempuan dalam
mengajukan gugatan cerai adalah karena alasan ekonomi, baik karena kekhawatiran
akan nasib diri dan anak-anak setelah pasca perceraian maupun biaya untuk mengajukan
perkara ke persidangan. Kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengajuan gugatan
(kemana dan kepada instansi mana). Serta perempuan masih banyak yang takut
menghadapi status janda karena masyarakat (budaya) yang menempatkan perempuan
bercerai dianggap sebagai perempuan yang kurang baik dan tidak dapat berperan sebagai

seorang ibu dan isteri yang baik.

B. Saran

Masih perlunya sosialisasi secara terus menerus tentang Undang-Undang
Perkawinan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik bertatap muka secara langsung
maupun melalui media massa oleh seluruh komponen baik yang ada seperti Departemen
Hukum dan HAM, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, perguruan tinggi maupun
organisasi wanita agar kesadaran akan tujuan perkawinan dalam membentuk keluarga
bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan dapat lebih
ditingkatkan lagi.
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